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ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation of the principles of Accountability and Transparency in Village
Fund Management in Plumbon Village, Suruh District, Semarang Regency. Minister of Home Affairs
Regulation Number 20 of 2018 is used as an indicator to assess the practice of implementing the principles of
Accountability and Transparency by paying attention to several stages such as Planning, Implementing,
Administrating, Reporting, and Carrying out Accountability. This study is a case study that used a qualitative
approach. The method used was a descriptive qualitative method to provde an accurate and systematic
description based on the data that had been collected before. The data collection techniques included interviews
with related parties, practical observations and documents, as well as supporting documentations. The overall
final result of this study showed that Plumbon Village Government’s quite good while implementing the
principles of accountability and transparency in managing its village funds. However, for the principle of
accountability at implementing and administrating stages, some indicator were not appropriate. Moreover, the
principle of transparency for the reporting and carrying out accountability stages was appropriate but can be
improved for a better village governance ahead.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam
Pengelolaan Dana Desa di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 digunakan sebagai indikator untuk menilai praktik penerapan prinsip Akuntabilitas dan
Transparansi dengan memperhatikan beberapa tahapan seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan pendekatan
kualitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan deskripsi yang akurat dan
sistematis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak
terkait, observasi praktik dan dokumen, serta dokumentasi sebagai pendukung. Hasil dari penelitian secara

keseluruhan Pemerintah Desa Plumbon sudah cukup baik untuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi
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dalam pengelolaan dana desa. Namun untuk prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan
terdapat indikator yang belum sesuai. Dan pada prinsip transparansi untuk tahapan pelaporan dan
pertanggungjawaban sudah sesuai namun dapat ditingkatkan untuk pemerintahan desa yang lebih baik.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi dasar hukum bagi penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dalam kerangka ini,
pemerintah pusat mendelegasikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur
dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan. Tolak ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dapat dilihat dari kinerja unit pemerintahan terkecil, yaitu desa. Desa, sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, diberi otoritas untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang
dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sugiharti & Hariani, 2021). Dengan
demikian, desa merupakan komponen vital dalam sistem keuangan pemerintah daerah.

Proses desentralisasi yang terus berkembang merupakan wujud komitmen pemerintah untuk
mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah pedesaan. Salah satu instrumen
utamanya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, yang merupakan bagian dari dana perimbangan antara
pemerintah pusat dan daerah. Dana ini ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur,
pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa
(Apriliana, 2019).

Sebagai ujung tombak pelayanan publik, desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan
dana desa. Namun, peran strategis ini kerap diiringi tantangan serius. Data dari Indonesia Corruption
Watch (ICW) menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi
yang berasal dari perangkat desa (Guritno & Krisiandi, 2021). Angka ini mengindikasikan bahwa
praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi masih menjadi ancaman besar dalam pengelolaan
keuangan desa. Untuk mengatasi hal ini, penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi menjadi
sangat mendesak. Akuntabilitas, yang didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan informasi
dan pertanggungjawaban atas aktivitas keuangan kepada publik, merupakan fondasi utama terciptanya
tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Sari et al., 2020;
Yesinia et al., 2018).

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mencatat
bahwa alokasi Dana Desa pada tahun 2023 mencapai Rp70,00 triliun, meningkat dari tahun 2022

yang sebesar Rp68,00 triliun (Purwanto, 2023). Besarnya dana yang mengalir ke desa menuntut
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sistem pengelolaan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga transparan, agar setiap rupiah yang
dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu oleh Sugiharti & Hariani (2021) menunjukkan bahwa transparansi dan
akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, sementara
pengawasan internal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memicu keingintahuan
penulis untuk mengeksplorasi lebih dalam penerapan kedua prinsip tersebut di lapangan.

Desa Plumbon dipilih sebagai lokasi studi kasus karena memiliki karakteristik unik dan
relevan yang menjadikannya subjek penelitian yang kaya akan wawasan. Pertama, Desa Plumbon
termasuk dalam tipologi “desa transisi”, yaitu desa yang berada di wilayah pinggiran perkotaan
Semarang namun masih mempertahankan nuansa dan struktur sosial pedesaan. Kondisi ini
menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, di mana tekanan urbanisasi dan pembangunan
infrastruktur mulai terasa, sementara kapasitas kelembagaan pemerintahan desa belum sepenuhnya
siap merespons perubahan tersebut. Tantangan ini menjadikan Desa Plumbon laboratorium menarik
untuk mengkaji ketahanan sistem pengelolaan keuangan di tengah transisi. Kedua, besaran dana desa
yang dikelola Desa Plumbon pada tahun 2023 mencapai Rp2.796.401.000 — jumlah yang signifikan
untuk skala desa. Alokasi dana yang besar ini menuntut sistem pengelolaan yang matang, akuntabel,
dan transparan, sehingga memberikan gambaran nyata tentang kapasitas desa dalam mengelola
sumber daya keuangan yang relatif besar secara efektif. Ketiga, terdapat “kasus khusus” yang menjadi
fokus penelitian, yaitu keterlambatan pelaporan belanja tak terduga. Keterlambatan ini bukan
disebabkan oleh kelalaian administratif semata, melainkan oleh faktor geografis unik desa ini, seperti
kondisi tanah yang labil dan rawan ambles. Faktor ini kerap memaksa pemerintah desa melakukan
pengeluaran mendadak di luar rencana anggaran awal, yang kemudian menyulitkan proses pelaporan
tepat waktu. Kasus ini sangat menarik karena menguji elastisitas dan ketahanan sistem akuntabilitas
dalam menghadapi kendala operasional yang bersifat force majeure. Terakhir, hasil observasi dan
wawancara awal mengidentifikasi sejumlah masalah mendasar yang perlu diteliti lebih dalam.
Pemerintah Desa Plumbon belum mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga tingkat pemahaman masyarakat
tentang pengelolaan dana desa masih rendah. Selain itu, praktik penatausahaan keuangan juga belum
sepenuhnya sesuai aturan — pencatatan dalam buku kas umum hanya dilakukan pada akhir tahun,
bukan setiap bulan sebagaimana diamanatkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Ditambah lagi,
ketiadaan website resmi dan kotak pengaduan menjadi hambatan struktural bagi transparansi
informasi dan partisipasi masyarakat. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menjadikan Desa Plumbon

sebagai studi kasus yang strategis, relevan, dan kaya akan potensi temuan baru.
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METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan
untuk memberikan gambaran akurat dan sistematis mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.
Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan tipologi desa “transisi”, besaran
dana desa yang signifikan (Rp2,796 miliar pada 2023), serta adanya tantangan unik seperti faktor
geografis yang memengaruhi pelaporan anggaran tak terduga. Objek penelitian meliputi perangkat
desa (Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara) dan perwakilan masyarakat yang aktif dalam
Musrenbangdes, guna memperoleh perspektif internal dan eksternal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung
terhadap proses pengelolaan keuangan, serta telaah dokumen pendukung seperti APBDes, laporan
realisasi anggaran, dan notulen rapat. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan
metode. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan, dengan menggunakan indikator dari Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai
acuan utama dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pada setiap tahapan pengelolaan

keuangan desa.

HASIL DAN DISKUSI
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas Perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Indikator akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Perencanaan dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat,
termasuk tokoh agama, adat, pendidikan, PKK, dan Karang Taruna. Forum ini menjadi wadah aspirasi
masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan. Namun, meskipun prosesnya
partisipatif, dokumentasi resmi seperti notulen rapat, daftar hadir, atau rekaman foto kegiatan Musdus
belum tersedia secara sistematis. Hal ini melemahkan akuntabilitas proses, karena tidak ada bukti fisik
yang dapat diverifikasi oleh pihak eksternal. Menurut Widyanti (2018), partisipasi masyarakat yang
tidak didukung dengan dokumentasi yang kuat berpotensi menjadi seremonial belaka.

Dari sisi anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 telah disusun oleh
Sekretaris Desa dan disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) setelah mendapat persetujuan Kepala
Desa dan diajukan ke Kecamatan. Total anggaran yang disetujui dalam APBDes 2023 adalah
Rp2.796.401.000, yang bersumber dari Dana Desa, ADD, dan Pendapatan Asli Desa.

Pada tahap perencanaan penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut proses
perencanaan ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran
pemerintah yang dianggarkan dalam APBDes Plumbon. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan,

alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat.
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Pengelolaan APBDes untuk Desa Plumbon telah memenuhi standar yang diatur oleh Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 artinya, pemerintah Desa Plumbon telah berhasil melaksanakan proses
perencanaan APBDes secara akuntabel berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) dan telah
disepakati pada saat Musyawarah Dusun (Musdus). Dalam hal ini sekretaris Desa Plumbon menyusun
RKPDes sesuai dengan hasil rapat yang telah disetujui dan atas program-program yang diajukan oleh
masyarakat atau pembangunan yang dianggap lebih diperlukan atau diprioritaskan, dan kemudian
rancangan APBDes tersebut digunakan untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) untuk penetapan
APBDes.

Akuntabilitas Pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Pelaksanaan kegiatan berjalan relatif lancar, dengan seluruh transaksi keuangan dilakukan
melalui rekening kas desa di Bank Jateng, sesuai ketentuan. Setiap usulan kegiatan harus dilengkapi
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum disetujui Kepala
Desa. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme check and balance internal. Namun, terdapat satu
kelemahan signifikan dalam aspek akuntabilitas: keterlambatan pelaporan belanja tak terduga. Pada
tahun 2023, Desa Plumbon mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp150.000.000.
Namun, realisasinya mencapai Rp210.000.000 akibat kejadian tanah ambles di salah satu lokasi
pembangunan jalan. Kepala Desa mengakui bahwa pelaporan ke Bupati melalui Camat baru
dilakukan 2 bulan setelah kejadian, melewati batas waktu 1 bulan yang diatur Permendagri.

Meskipun masalah ini diselesaikan dengan menggunakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran) tahun sebelumnya, keterlambatan ini tetap merupakan pelanggaran prosedur. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas belum sepenuhnya resilient menghadapi risiko geografis.
Menurut Sari et al. (2020), kegagalan dalam mematuhi prosedur pelaporan tepat waktu dapat
mengurangi kepercayaan publik, terlepas dari niat baik pemerintah desa.

Pada tahap pelaksanaan penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut dalam pelaksanaan
pengelolaan APBDes untuk Desa Plumbon sudah cukup baik walaupun belum sempurna karena dapat
memenuhi dua dari tiga standar yang ada dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pada
pelaksanaannya pengelolaan keuangan Desa Plumbon sudah dilakukan melalui rekening kas desa
pada Bank Jateng sesuai dengan Bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Kemudian saat proses
permohonan usulan pelaksanaan kegiatan pun sekretaris desa telah melakukan verifikasi terkait RAB
dan dokumen-dokumen lain untuk disetujui oleh kepala desa. Namun dalam tahap pelaksanaan ini
terkadang muncul permasalahan tak terduga yang disebabkan oleh faktor geografis sehingga kepala
desa terlambat dalam melaporkan anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Walikota, dimana
dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dijelaskan bahwa untuk melaporkan anggaran tak
terduga adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan. Kepala Desa
Plumbon mengakui kadang terlambat dalam melaporkan anggaran belanja tak terduga karena faktor

geografis yang tidak menentu dan diluar kendali. Meskipun demikian kepala desa Plumbon tetap
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sigap dan bertanggungjawab mengatasi permasalahan tersebut menggunakan dana silpa atau dana
yang sisa tahun kemarin.
Akuntabilitas Penatausahaan dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES,
yang merupakan praktik baik. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan regulasi dalam hal penutupan
buku kas. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 75 ayat (3) mewajibkan penutupan buku kas umum
dilakukan setiap akhir bulan. Dalam praktiknya, Kaur Keuangan hanya melakukan penutupan buku
pada akhir tahun, dengan alasan bahwa laporan bulanan “tidak diperlukan” oleh masyarakat atau
aparat desa lainnya.

Praktik ini, meskipun tidak mengganggu proses pelaporan ke kecamatan, menunjukkan
rendahnya pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas berkelanjutan. Penutupan buku bulanan
bukan hanya formalitas, tetapi merupakan alat kontrol internal untuk mendeteksi penyimpangan atau
kesalahan pencatatan secara dini. Tanpa ini, risiko kesalahan atau manipulasi data menjadi lebih
tinggi.

Pada tahap penatausahaan penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut penatausahaan
Desa Plumbon belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Permendagri Nomor 20
Tahun 2018, walaupun dapat dikatakan bahwa penatausahaan dilakukan dengan baik oleh Ibu Dwi
Kurnia selaku Kaur Keuangan karena beliau telah melaksanakan tugas kebendaharaannya dalam
proses pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas desa pada aplikasi SISKEUDES (Sistem
Keuangan Desa) serta pencatatan dan penutupan pada buku kas umum. Namun dalam penutupan buku
kas umum ini hanya dilakukan pada akhir tahun saja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman
mendalam mengenai peraturan Permendagri dan juga sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam
penutupan hanya dilakukan diakhir tahun karena pihak kaur keuangan merasa kepala desa, aparatur
desa lainnya, ataupun masyarakat tidak terlalu membutuhkan pelaporan bulanan. Namun pihak kaur
keuangan juga mengakui bahwasanya saat laporan diperlukan makan akan dibuatkan. Ini yang
menyebabkan ketidaksesuaian dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana
dikatakan bahwa seharusnya penutupan buku kas umum dilakukan juga setiap akhir bulan.
Akuntabilitas Pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES,
yang merupakan praktik baik. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan regulasi dalam hal penutupan
buku kas. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 75 ayat (3) mewajibkan penutupan buku kas umum
dilakukan setiap akhir bulan. Dalam praktiknya, Kaur Keuangan hanya melakukan penutupan buku
pada akhir tahun, dengan alasan bahwa laporan bulanan “tidak diperlukan” oleh masyarakat atau
aparat desa lainnya.

Praktik ini, meskipun tidak mengganggu proses pelaporan ke kecamatan, menunjukkan

rendahnya pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas berkelanjutan. Penutupan buku bulanan
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bukan hanya formalitas, tetapi merupakan alat kontrol internal untuk mendeteksi penyimpangan atau
kesalahan pencatatan secara dini. Tanpa ini, risiko kesalahan atau manipulasi data menjadi lebih
tinggi.

Pada tahap pelaporan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut dalam
pelaporannya pemerintahan Desa Plumbon sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 dimana kepala desa Plumbon selalu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap
semester pertama yakni pada bulan Juli tahun berjalan kepada pihak kecamatan yang kemudian
kecamatan akan meneruskannya ke Bupati/Walikota (Pemerintahan Pusat). Laporan yang
disampaikan pun sudah memuat laporan APB Desa Plumbon dan laporan realisasi pelaksanaan
kegiatan. Dikatakan juga bahwa kepala desa tidak pernah terlambat dalam melaporkan biasanya pada
akhir bulan juli sudah dilakukan pelaporan jadi tidak pernah melewati batas waktu yang sudah
diberikan yakni minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Proses perencanaan dan pelaksanaan telah dilakukan secara terbuka. Masyarakat dilibatkan
dalam Musdus, dan informasi APBDes 2023 dipublikasikan melalui spanduk berukuran 3x6 meter
(MMT — Mega Maximal Tower) yang dipasang di depan kantor desa. Setiap proyek fisik yang
selesai juga dipasangi prasasti yang mencantumkan sumber dana dan nilai anggaran. Namun, media
transparansi ini memiliki keterbatasan serius. Spanduk MMT hanya mencantumkan informasi ringkas
(misalnya: “Pembangunan Jalan Dusun A, Rp300 juta”), tanpa rincian item pekerjaan, volume, atau
nama rekanan. Akibatnya, seperti diakui Kepala Desa, banyak warga yang salah paham, misalnya
mengira anggaran cukup untuk membangun 300 meter, padahal hanya cukup untuk 200 meter karena
ada alokasi untuk pajak dan perawatan.

Pada tahap pertanggungjawaban ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut dalam
pertanggungjawaban pengelolaan APBDes ini sangat penting dimana memastikan bahwa penyaluran
dana, pencairan, kinerja, serta kepatuhan regulasi, serta ini merupakan langkah untuk menjaga
akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Desa Plumbon telah memenuhi ketentuan yang
diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini berarti bahwa kepala desa sudah melakukan
pelaporan yang akuntabel dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada bulan Januari
saat berakhirnya masa anggaran. Dalam hal ini pula kepala desa mengakui bahwa dalam proses
pelaporan laporan pertanggungjawaban ini tidak pernah mengalami keterlambatan dalam
melaporkannya karena menurutnya apabila terjadi keterlambatan pelaporan akan menghambat dlam
proses pencairan dana berikutnya. Laporan yang dilampirkan saat pelaporan pertanggungjawaban pun
sudah lengkap dengan memuat seluruh laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, dan
laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya

yang masuk ke Desa.
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Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Transparansi Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih sangat terbatas. Informasi
hanya disampaikan melalui spanduk yang sama, tanpa media tambahan seperti website desa, grup
WhatsApp resmi, atau kotak pengaduan. Kepala Desa mengakui bahwa ini disebabkan oleh
keterbatasan SDM dan anggaran untuk membuat website. Akibatnya, akses informasi menjadi pasif.
Masyarakat harus datang ke kantor desa jika ingin melihat laporan lengkap. Padahal, menurut Sofyani
& Tahar (2021), transparansi yang efektif adalah yang proaktif dan mudah diakses. Tanpa media
digital, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa menjadi sangat rendah.

Pada tahap perencanaan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut pengelolaa
APBDes di Desa Plumbon telah memperlihatkan kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun
2018. Ini menunjukan bahwa pemerintahan Desa Plumbon telah melakukan transparansi dengan
mengadakan musyawarah dususn atau yang dikenal dengan istilah Musdus untuk membahas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Dalam musyawarah ini semua usulan pembangunan berasal dari kebutuhan warga desa dengan
melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, kepala
dusun, RT, RW, ibu-ibu ketua PKK, tokoh pemuda seperti karang taruna, perwakilan beberapa
masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini membuktikan bahwa pemerintahan sudah terbuka
dan memungkinkan masyarakat untuk memahami rencana pembangunan yang akan dijalankan.
Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah dua hal yang
saling terkait erat. Misalnya, kelemahan dalam transparansi (media yang terbatas) berkontribusi pada
lemahnya akuntabilitas sosial, karena masyarakat tidak memiliki cukup informasi untuk mengawasi
dan meminta pertanggungjawaban. Di sisi lain, akuntabilitas administratif (pelaporan ke pemerintah
daerah) berjalan baik karena ada sistem insentif yang kuat. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas “ke
atas” (ke pemerintah daerah) lebih mudah dicapai dibandingkan akuntabilitas “ke bawah” (ke
masyarakat).

Secara keseluruhan, Desa Plumbon telah menjalankan prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dan
transparansi dengan cukup baik, namun masih memiliki ruang perbaikan yang signifikan, terutama
dalam hal:

a) Dokumentasi proses partisipatif (Musdus),
b) Kedisiplinan prosedur (penutupan buku bulanan, pelaporan belanja tak terduga),
¢) Inovasi media transparansi (website, media sosial, kotak pengaduan).

Pada tahap pelaksanaan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut. Pemerintah
Desa Plumbon sudah melakukan proses pelaksanaan secara transparan. Pada langkah ini dibuktikan

dengan pemasangan spanduk atau MMT yang berisikan APBDes di depan kantor kepala desa
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sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan membaca penggunaan dana desa beserta
pengalokasiannya. Kemudian pemerintah desa juga membuatkan prasasti untuk setiap item
pembangunan yang berhasil dibangun sebagai bukti bahwa pembangunan memang sudah
dilaksanakan dengan baik. Selain itu baik dalam perencanaan maupun saat pelaksanaan tengah
berlangsung pun pemerintah desa selalu melakukan pengecekan dari segi mutu kualitas bahan baku,
mekanisme pelaksanaan, lokasi, supplier, pemasok, tim pelaksana hingga pengecekan secara berkala
saat proses pelaksanaan berlangsung.

Transparansi Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Penatausahaan merupakan aspek yang krusial dalamproses pencatatan keuangan yang akan
dilaporkan ke pihak kecamatan dan pemerintah daerah. Oleh karena itu penting untuk memastikan
keterbukaan dalam melakukan pencatatan tersebut. Dimulai dari transparansi yang dilakukan
bendahara dan kaur keuangan untuk selalu menyampaikan seluruh pengeluaran yang didasarkan pada
Rencana Anggaran Kas (RAK) kepada kepala desa. Hal ini bertujuan untuk merinci seluruh
penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan untuk mengatur pencairan dana rekening kas guna
membiayai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada tahap penatausahaan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut pengelolaan
APBDes di Desa Plumbon sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pihak kaur
keuangan selalu menyampaikan kepada kepala desa terkait pengeluaran yang telah disusun
berdasarkan pada Rencana Anggaran Kas (RAK). Dan pemerintahan Desa Plumbon juga sudah
melakukan proses pencatatan keuangan secara transparan kepada pihak kecamatan dan pihak
pemerintah daerah, yang merupakan keharusan bagi pemerintah Desa Plumbon untuk memastikan
bahwa anggaran dana dapat dicairkan pada tahap berikutnya.

Transparansi Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Transparansi dalam pelaporan pengelolaan dana desa adalah kunci penting dalam menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dengan memastikan bahwa semua informasi
terkait penerimaan dan pengeluaran dana desa dapat disampaikan secara jelas oleh masyarakat.
Namun pada Desa Plumbon pelaporan terhadap masyarakat hanya menggunakan spanduk yang
terpasang di depan kantor kepala desa. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya paham
tentang pelaksanaan APB Desa Plumbon.

Pada tahap pelaporan ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut meskipun
pemerintah Desa Plumbon sudah transparan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan dan sesuai
dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terhadap masyarakat namun metode pemberitahuan yang
digunakan belum optimal. Karena pemberitahuan hanya dilakukan melalui spanduk yang terpasang di
depan kantor kepala desa. Kepala desa merasa bahwa bahwa penggunaan spanduk sudah cukup
memadai bagi warga desa, dikarenakan warga desa memiliki kecenderungan malas membaca laporan.

Namun kenyataannya terkadang ada sebagian masyarakat yang protes terkait penggunaan dana desa
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dalam pelaksanaanya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi
yang disampaikan dalam spanduk.
Transparansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Plumbon

Pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir yang berpengaruh dalam menciptakan
transparansi pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa wajib menyampaikan kepada
masyarakat tentang pelaksanaan APBDes, pelaku pelaksana kegiatan, program-program yang telah
dilaksanakan, sampai aset-aset yang dimiliki desa.

Pada tahap pertanggungjawaban ini penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut.
Langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini
menunjukan bahwa pemerintah Desa Plumbon telah menjalankan transparansi dalam
pertanggungjawaban APBDes. Ini dibuktikan dengan penyampaian pertanggungjawaban realisasi
APBDes kepada masyarakat, serta pengungkapan kekayaan yang dilakukan setiap setahun sekali
sebelum musdus dilaksanakan. Pemerintah Desa Plumbon sudah melaksanakan transparansi dengan
warga desa meskipun diakui bahwa penyampaian informasi mungkin hanya bersifat umum dan
kurang rinci karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), serta belum adanya website resmi
desa plumbon untuk penyampaian informasi yang lebih efektif, efisien, dan rinci, serta alamat
pengaduan untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelayanan yang telah

dilakukan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Plumbon telah berjalan
dengan baik meskipun beberapa aspek indikator akuntabilitas belum optimal. Proses ini melibatkan
perencanaan berdasarkan RKPDes yang disusun oleh Sekretaris Desa, penetapan APBDes melalui
Peraturan Desa (Perdes), pelaksanaan keuangan melalui rekening Bank Jateng, penatausahaan melalui
aplikasi SISKEUDES, pelaporan yang konsisten setiap semester, dan pertanggungjawaban yang tepat
waktu setiap akhir tahun. Namun ada beberapa indikator yang belum optimal seperti pada tahap
pelaksanaan terdapat keterlambatan pelaporan anggaran tak terduga oleh Kepala Desa karena masalah
tak terduga dan faktor geografis, dan pada tahap penatausahaan penutupan buku kas umum hanya
dilakukan sekali tiap akhir tahun karena persepsi bahwa laporan bulanan tidak diperlukan oleh
masyarakat.

Transparansi dalam Pemerintahan Desa Plumbon secara keseluruhan telah diterapkan secara
baik meskipun terdapat beberapa indikator yang dapat ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Proses
perencanaan melalui Musdus melibatkan beberapa elemen masyarakat, sedangkan dalam pelaksanaan
dilakukan langkah konkrit seperti pengecekan mutu bahan baku, mekanisme pelaksanaan, lokasi,
pemasok, tim pelaksana, dan pengecekan pelaksanaan berkala. Akses informasi APBDes disediakan

melalui spanduk atau MMT di kantor kepala desa, serta prasasti item pembangunan. Pada tahap
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penatausahaan laporan Rencana Anggaran Kas (RAK) disampaikan secara transparan kepada
kecamatan dan pemerintah daerah. Kemudian untuk tahap pelaporan dapat ditingkatkan karena
metode pelaporan yang hanya menggunakan spanduk kurang efektif bagi pemahaman masyarakat.
Dan informasi pertanggngjawaban meskipun disampaikan secara transparan namun masih terbatas

dan umum karena keterbatasan SDM dan website resmi desa untuk informasi yang lebih rinci.
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